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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK: - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan
organisasi perangkat daerah. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan teknis dalam
pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun
2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25
Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP
No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun
2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57
Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP
No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008;
Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 20 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda
No. 13 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Beberapa Kentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 48 dan angka 49 disisipi angka 48a baru
dan diantara angka 51 dan angka 52 disisipi angka 51a baru;

2. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d diubah;

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah;

4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 1 (satu)
ayat baru yakni ayat (3a);

5. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) diubah;

6. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah;

7. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf k, n, r, t, u, x dan z dan ayat (3) hurufc, g
dan h diubah;

8. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah;

9. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 35A;

10.Ketentuan dalam Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3)

11.Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat
(3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah

12.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 40A;

13.Ketentuan dalam Pasal 52 diubah;

14.Ketentuan Bab IV Bagian Kedua diubah;

15.Bagian Ketiga dihapus

16.Ketentuan dalam Pasal 57 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7);

17.Ketentuan Bab IV Bagian Keempat diubah, sehingga Bab IV Bagian Keempat;

18.Ketentuan dalam Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58;

19.Ketentuan dalam Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3);



CATATAN :

20.Ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1
(satu) ayat baru yakni ayat (4)

21.Ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu)
ayat baru yakni ayat (3)

22.Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni
ayat (2) dan ayat (3)

23.Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diubah

24.Ketentuan dalam Pasal 67 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipi 1 ayat baru yaitu
ayat (4a),

25.Ketentuan dalam Pasal 68 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)
ayat baru yakni ayat (2a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4)

26.Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 8
(delapan) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (10),

27.Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 70A,

28.Ketentuan Pasal 77 diubah

29.Ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 2 (dua)
ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4)

30.Ketentuan dalam Pasal 131 diubah, diantara ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua)
disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a)

31.Pasal 132 dihapus

32.Ketentuan dalam Pasal 134 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 134

33.Ketentuan dalam Pasal 138 ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru
yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

34.Ketentuan dalam Pasal 155 diubah

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2010
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